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PUTUSAN 

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tgm 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang 

dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara 

Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Argopeni, 27 

April 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di 

xxxxxxxxxx,  

  Penggugat ; 

melawan 

TERGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir Argopeni, 25 Maret 1971, 

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, 

bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx ,  

 Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga 

dengan register perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang nikahnya secara 

Syariat Islam dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 1994  di Pekon 

Argopeni, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, tidak dihadapan 

pegawai pencatat nikah, dan dihadapan Penghulu bapak Alpandi dengan 

wali nikah ayah kandung yang bernama Susilo dan  disaksikan 2 orang 

Disclaimer
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saksi yang bernama Wang Santoso dan Suhan dengan maskawin uang 

tunai sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah); 

2. Bahwa antara Penggugat dan suami Penggugat tidak ada hubungan 

sesusuan dan tidak ada satupun masyarakat yang keberatan dengan 

pernikahan tersebut, serta tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan 

orang lain;  

3. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai saat ini belum 

pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama; 

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka 

sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka; 

5. Bahwa Penggugat tidak pernah mengurus Kutipan Akta Nikah di KUA 

setempat, sedangkan Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah antara 

Penggugat dan Tergugat untuk di jadikan alasan hukum untuk bercerai oleh 

karenanya Penggugat mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari 

Pengadilan Agama Tanggamus; 

6. Bahwa  Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya 

suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, 1) 

Agung Kusfoyo bin Suyud, lahir di Margoyoso, pada tanggal 22 Agustus 

1995, Umur 28 tahun,Lulu Alfaedah bin Suyud, lahir di Margoyoso, pada 

tanggal 30 Agustus 2006, Umur 18 tahun, Sekarang kedua anak tersebut 

dalama asuhan Penggugat; 

7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah kediaman bersama di Pekon Argopeni kurang lebih 19 tahun, setelah 

itu atau sampai dengan berpisah pada tanggal 07 Desember 2014;  

8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

damai, namun sejak bulan bulan Agustu 2013 rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : 

a. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain 

(berselingkuh); 

b. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi degan wanita lain; 

c. Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak secara tertulis kepada 

Penggugat 

9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 

07 Desember 2014, dengan sebab yang sama, karena sudah tidak tahan 
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dengan sikap Tergugat, maka Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman 

bersama sebagaimana alamat diatas, Sedangkan Tergugat pergi dan 

pulang kerumah  istrinya tersebut sebagaimana alamat diatas, Perpisahan 

Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 10 tahun; 

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun 

tidak berhasil; 

11.Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi 

bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin 

lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik 

bercerai; 

12.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat 

perkara ini; 

      Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Pringsewu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

PRIMAIR : 

1.Mengabulkan gugatan Penggugat ; 

2.Menyatakan telah terjadi pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan 

seorang laki-laki bernama (TERGUGAT) 12 Oktober 1994  di Pekon 

Argopeni, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus adalah sah 

menurut hukum; 

3.Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada 

Penggugat (PENGGUGAT) 

4.Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR: 

-Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya 

perkara ini disidangkan secara elektronik; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya; 
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara 

menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami 

isteri, akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat Nomor 

414/Pdt.G/2024/PA.Tgm yang telah dibaca dan diperiksa oleh Majelis Hakim, 

ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi oleh jurusita pengganti 

Pengadilan Agama Tanggamus, namun jurusita tidak bertemu dengan Tergugat 

karena  Tergugat tidak dikenal di alamat Tergugat sebagaimana tertuang 

dalam  gugatan  Penggugat; 

Bahwa setelah mendengar nasihat dan penjelesan Majelis Hakim,  

Penggugat menyatakan mengerti dan Penggugat menyatakan akan mencari 

alamat  Tergugat terlebih dahulu, oleh karenanya Penggugat menyatakan 

mencabut perkaranya; 

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses 

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi 

dilanjutkan. 

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara 

sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penetapan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat 

hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak 

pula mengutus kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun 

menurut relaas panggilan sidang telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara 

resmi; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal 

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah 
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tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan 

penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) 

Tergugat Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Tgm yang dibacakan dan diperiksa oleh 

Majelis Hakim di dalam sidang, ternyata Tergugat sudah tidak bertempat tinggal 

di alamat sebagaimana dalam surat gugatan  Penggugat; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar 

Penggugat terlebih dahulu mencari dan memastikan senyatanya alamat 

Tergugat bertempat tinggal sehingga dapat dipanggil secara resmi dan patut; 

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, 

Penggugat menyatakan telah mengerti dan akan berupaya terlebih dahulu 

mencari alamat senyatanya Tergugat bertempat tinggal, kemudian Penggugat 

menyatakan mencabut  gugatannya;  

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat 

dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan 

hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya 

oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, 

maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan 

pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan 

Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan 

ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya 

Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan 

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah 

didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu 

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan; 

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena 

perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat; 

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan 

dengan perkara ini. 

MENGADILI: 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 

414/Pdt.G/2024/PA.Tgm dari Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);   

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Tanggamus pada hari Kamis  tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445  Hijriah oleh Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy sebagai 

Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Walan Nauri, S.Sy, 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim 

tanggal 14 Mei 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi 

Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota 

tersebut, dan didampingi oleh M. Ismiyulista Dirna , S.H.I. sebagai Panitera 

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik  tanpa hadirnya 

Tergugat. 

 

Ketua Majelis, 

 

ttd 

 

Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy 

 

 

 

Hakim Anggota 

 

Hakim Anggota 
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ttd 

 

Engkos Saeful Kholiq, Lc. 

ttd 

 

Walan Nauri, S.Sy 

Panitera Pengganti, 

 

ttd 

 

M. Ismiyulista Dirna , S.H.I. 

 

Perincian biaya : 
1. PNBP 

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00 
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00 
c. Redaksi : Rp 10.000,00 
d. pencabutan  : Rp 10.000,00 

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00 
3. Panggilan : Rp 650.000,00 
4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0,00 
5. Meterai : Rp 10.000,00 
J u m l a h : Rp 805.000,00 
Terbilang: (delapan ratus lima ribu rupiah) 
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